i © Pasal 7 -
Mmhﬂhh;'minubagnimmdimnknﬂddammdﬁammm:hmbﬂgﬁbﬁm:
a Iﬁnmwmmmhtwahmhmhmnﬂm}buhn.
b anﬂmmﬁhndmpmmﬁhawmmmzfmm
Surat permohonan perpanjangan Adzin diwajibian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sehelum
habis masa berfaku izin
Perpanjangan izin dapat diberikan apabila kondisi fisik tanah dan keadaan tempat pengeboran air
tanah tersebiut masih memungkinkan dari segi teknis geologi dan konservasi air bawah tanah.
Pelnksanaan pengeboran harus sudah selesai dilakukan selambat-lambatnys 6 (emam) bulan
setelah izin ditertiblean.

Pasal §
.'{ILDEn:mikmdtdlﬁnublgaimmﬂmkmddﬂmdetyu[l}tﬁhndnp:

B mlﬁmﬁmdﬂnrmahmwdmgmjumhhmmhﬂmmmduilﬂﬂmjmm
b Keperluan penyelidikan, penclitian dan eksplorasi air bawah tanah,

c. Keperluan pembuatan sumur imbuhan

Pasal 10
{I). Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
apabila: - .
8. Terjadinya pemindahan letak atau lokasi
b. Pomagnngiﬁnﬁdukm:mm.ﬂﬂkemjiban—kemjiban.
¢ Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku,
d.  Tidak sesuai dengan AMDAL dan UKL / UPL.
(7). lzin yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut aken diikuti dengan penvegelan dan
penutupan saluran airmya.
(). Penutupan dan penyegelan saluran sebagaiman: dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala
Daersh

BAB WV
‘ KEWAJIBAN

Pasal 11
(). Pemegang izin pengambilan dan pemanfastan sir bawah tanah diwajibkan :
a. mr.mamg, alat kuantitas air atan alat pengukur debit yang perhitunpannya berukuren Meter
Kuhik {m”)

b.  mengpunaksn meteran air atau alat pengukur debit air yang disegel terlebih dahulu oleh
lembaga berwewenang berdasarkan peraturan dan perundang

-undangan.
¢ mengadakan dan memasang meteran air atay alat pengukur debit air yang dilakukan oleh
perusehaan yang diberi izin oleh Kepala Daersh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

membayar retribusi ke kas daseah,
mmmﬁmhmhmdmpemnmmghﬁmmbmmhm
Pengelolaan Air Bawah Tansh, AMDAL, UKL/UPL,

membuat sumur resapan di areal bangunannya, -

Memelihara lingkungan hidup serta bertanggung jawab akibat pencemaran air.

2. Kmmmmmmmﬂmmmmww
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BAR VT
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSL.

Paszal 12
n:nu retribusi izin pengelolaan’ pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan sir bawah tandh
Pasal 13

||‘1J. WWMWMWMM“M;M&M&#WWM.
% irdn penpambilan dan pemarnfaatan air bawak tanak,

' Wajib retribusi adalak orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi

3). mmﬂwmﬁnmmm pengambilan dan pemanfaatan air bawak tanak.

.' BAT VIl
GOLONGAN RETRIBUSE DAN WILAYAH PENGEBORAN

Pusal 14

Retriliusi Iin pengeboran, idn pengambilan dan pemanfoatan air ba I tanah digolon
rebagai retribusi Perizingn tertenie, = i e

B
a

Pasal 15
daerak.

BAB VIIT
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

' Pasal 16
Thghnpmmmnjmudiuhrbmdmﬁmjunluhmbwdmhﬂmmyadebﬁ ir bawah tanah
yang dimanfaatkan. ' >

PALG X
PRINSTP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pazal 17
Pﬁnﬂp&nmdﬂmmﬂpﬂnmﬂmﬁhuﬁﬁmﬂmmﬂkmumﬁmm
wmmwmmmmmp@mﬂr

‘BAL X
STRUKTUR BESARNYA TARIF REVRIBUSI

Pasal 18
i1
(1). Besamya retribusi terhadap setiap izin pengeboran air bawah tanah adalah -
a.  Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sumur ke satu.
b.  Rp.1.500.000,- (Satu Juta lima ratus fbu rupish) untuk sumur ke dua
. Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupish) untuk sumur ke tiga dan seterusmya.
{Z). Besarnya retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah -

8 0ad2 Bieridetik sebessr - Rp. 1.000.000,-
b >2 s/ 5 liter/detik sebesar Rp. - 2.000,000,-
e >5 s/d 10 liter/detik sebesar Bp. 4.000.000,-
d. =10 s 15 liter/'dotik sehesar . 6.000.000,-
e.  >153/d 20 liter/detik schesar Rp. 8.000.000,-
E =202/ 25 liter/detik schesar Rp. 10.000.000,-
g >25 sfd 50 liter/detik sehesar Rp. 15.000.000,-
h =50 literddetik sebesar Rp. 25.000.000,-
(3} Besamya retribusi stas porpanjangan izin peogelolaan air bawah tanah sdalah schesar S0% (lima




BAL X1
TATA CARA FENETAPAN

Pasul 19

(1} Kepala Dacrah menerbitkan SKKD untuk penctapan retribusi yang didasarkan pads Surat
Pernberitahuan Retribusi Dasrah (SPTRDY

{2} Dalam hal tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagsimana mestinya maka Kepala Daerah
menerbitkan SKRTY secara jabatan, §

(3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksnd ;ada aynt (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAE X1
TATA CARA YEMUNGUTAN

FPazul 20
(1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongksn
{2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SK 11D atau dokumen lain yang dipersamakan.

BARE X111
TATA CARA FEMBAYARAN

Pasui 21

(1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2 Pembayaran retribusi h&upmg!lﬂunﬁrbu'a'ahumhdihmm&hbnushmdim
lain yang dibunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRID, SKRD jabatan atzn SKRD
tambahan, =

(). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat luin yang dihusjuk maka hasil pencrimain retribosi
duerah harps disetor ke Kas Doenfh selambar-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Kepala Daessh.

8, Tﬁmmmhmhnhmnmmwmhjmkﬂuﬁhmﬁﬁhu&idﬂwhﬁhmﬁm
Peraturan Kepala Daerah. 4 E

. Pasal22
(1. Pembayaran retribusi schagaimana dimaksud dalam pasal (8 diberikan tanda bukti perbayaran,
{2). Setiap pembayaran dicatal dalam buku penerimsan,

BAE XTV
SANKS] ADMINISTRAS

—

Pasul 23
(It Apabils pembayaran retribusi dilakukan setelah lowat waktu yang ditentukan atau kureng bayar
maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan dari retribusl yang
g teratang atal Kerang dibayar dengan mencrbiten STRD,
). Bagi pemeégang ixin yang terdambat memperpanjang ixin dikenakan denda sdministrasi schesar
2% (dua persen) per bulan dar retribusi yang dihitong dark ssat jatub tempo.

Ball XV pf
. TATA CARA PENACIHAN RETRIBUSI

Pengeluaran sural {eguran/peringatan/sueat loir yang sejenis sebagni awal tindak pelaksansan

penagihan vetribusi dilakukan segera setelah 7 (wjuh) hari scjek jatuh tempo pembayaran.

Dalam jengka waktu 7 (tujob) hari setelal tanggal wakiu somt leguran/perdngaian/surat lain yang

sejenisnya, wajib reiribusi harus melunasi retr businys yang teruting.

. Burat Teguran schagaimana dimaksud pada ayut (1) dikeloarkan olch pejabat yang dihunjuk.
Pazul 28

-bentuk formubic yany dipergonakan entuk pclaksansan penagibun retribusi izin Pengelolnan

n Pengumbilan dan Pemanfustun Ajr Bawah Tanah ditctapkan vleh Kepala Daerah,
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(2.

@)

(3.

(1).

(2).

()]

| m

X BAB XVI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
i

{  Pasalé
K:pﬂnﬂwahdnpnmnnbm pengorangan, kernganan dan pembebasan retribusi,
Tata cara pmb:nm pengurangan, keringanan Jan pembebasan retribusi sebagaimana dimuksud
pada ayet (1) ditetapkan oleh Knpulllnbnurnh,

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGENDALLAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penpgambilan dan atau pemanfastan air bawah tansh
dilakukan oleh Kepala Daerah atau instansi yang dilunjuk.
Instansi yang dihunjuk dalam _pelaksanann pembinsan, pengendalian dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok kerja yang bertugas khusus
melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
Eelompok kerja sebagaimana dimalsnd pads aiyat (2) berkewajiban memberikan Iaporan don
pendapat atau saran atas pelaksanaan tugasnyn kepada Pimpinan instansi yang dihunjuk.

Fasal 29
Dilrapus

Bab XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
Barang siapa melakukan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tanps izin
dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dilam pasal 6 atau melanggar pasal 10 ayat (1) atau
melalaikan membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diancam pidans kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutn
rupiah).
Selain ancaman pidana sebagaimena dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukon
penutupan/penyegelan meter air atau alat-alatbangunan air yang dipakai untuk memakai air
bawah tanah pada perusahaan yang bersangkutan.
Tindak Pidana sebagaimana dimeksud pads ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Fasal 29
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sehagai penyidik untuk melalonkan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
schagaimana dimaksud dalam Urdang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.  Menerima laporan atau pengadaan dari scorang tentang adanya tindakan pidana,
b, Melakukan tindakan pidans pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
e.  Menyuruh berhenti seseorang dard kepgiatannys dam memeriksa tanda pengenal dari

tersangka.

Melakuksn penyitaan benda atan surat.

Mengambil sidik jari atan memotret sescorang

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukun dalam kaitannya dengan pemeriksesn perkarn.
Mengadakan pemberhentian penyidiken setelah mendapat petunjuk tidak terdapat cukup
bukti atau peristiva tersebut bahwa merupakan tindsk pidana dan sclamjutnyn melalud
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut tersengka atau keluarganya.

Fm oo B
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_ Pmn-lkmnddmpﬂkqpﬂlmdmmcngmmhpadapmunmumum melalui penyidik
POLRL
Penyvidik sehagaimane dimabksud p-ldalﬂt (1] dan (2) memberitahukan dimulsinya penyidikan
dan menyampaikannya kepada ' penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Momar 8 Tahun ‘r'JHl tentang Hukum Acama Pidanns

v BABXIX
KETENTUAN PERALIHAN
{
! Pasal 30
Dmhuﬂlkm;rﬂ'mmﬂwah mhnvmmummmhlumramnﬂm
Tetap berlaku sampai masa izin
Bapi fzinnya yang telah wqihdldmtnﬁmtmhnhdmmwiﬂnmndmgm
Peraturan Daerah ini. } ’
- BAE XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yeng belum dintur dalam Persturan Dacrah ini akan diatur kemudian dengan Persturan

Kepala Daernh sepanjang mengenai pelaksannannys.

Dengan berlakunya Perateran Dagrah ini, Peraturan Daereh Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002
Retribusi Izin Pengelolasn Pengeboran, Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

di Kota Medan dan semua kefentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Passl 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan

Agar sctiap orang dapat mengetahuinye, memeniniahksn pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannnya dalam Lembaran Daernh Kota Medan,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Juli 2009
WALIKOTA MEDAN,
PENJABAT

Dio,

Drs, H. AFIFUDDIN LURIS, MSi

Diundangkan di hMedan
pada tanggal K
SEKRETARIS DAERAH Kﬂ‘l‘hm;‘bﬁﬁ.

Drs. H. ELDIN 5, MSi

" k

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR 9
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